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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah


Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Kejahatan kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok.


Pelecehan seksual atau pun pencabulan pada dasarnya adalah merupakan bagian dari kekerasan gender, artinya kedua bentuk tindak pelanggaran terhadap hak perempuan ini dilakukan bukan semata-mata karena faktor spontanitas atau sekedar penyaluran libido para lelaki yang sudah tak bisa lagi di tunda melainkan peristiwa ini terjadi karena di belakang benak pelaku maupun korban. Dalam berbagai kasus pencabulan atau kekerasan seksual lainya, sering kali yang dipersalahkan adalah pihak korban.


Tidak menutup kemungkinan masih banyak kejadian / kasus lain yang dialami oleh perempuan dan juga anak – anak di luar sana, namun tidak terungkap bahkan tidak akan pernah terungkap di media massa, karena pihak korban merasa malu untuk mengakui peristiwa yang telah dialaminya dan pihak keluarganya pun lebih baik memilih bungkam. Seringkali pihak keluarga mempunyai anggapan apabila melaporkan peristiwa kepada pihak yang berwajib hanyalah akan mempermalukan keluarga dan menampar harga dirinya sendiri. Contoh kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang anak perempuan dibawah umur sering merupakan dark number karena data dan besaran masalah kasus tersebut tidak pernah teridentifikasi dengan akurat.


Anak khususnya sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, walaupun anak anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, namun untuk membentuk perilaku seorang anak perlu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang – orang dewasa didalam perkembangannya. 


Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. Hal ini dijabarkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Mo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


Dalam banyak hal kasus pelecehan seksual terhadap anak biasanya baru terbongkar atau diketahui publik tatkala pelaku melakukan pelecehan seksual telah melewati batas wilayah kriminal, seperti korban sampai tewas / meninggal, korban mengalami sakit atau perbuatan / kelakuan pelaku di ketahui orang lain baik karena laporan korban atau karena bukan laporan korban ( ketakutan korban pada pelaku sehingga menimbulkan kecurigaan ). Selama peristiwa yang dialami korban belum tergolong berbahaya dan mengancam keselamatan nyawa korban, seringkali kasus pelecehan seksual ini akan tersimpan dengan rapi tanpa sedikitpun bersentuhan dengan proses hukum. 


Pengukuran kewajaran dalam pelecehan seksual dapat dilihat apabila perilaku tersebut mengarah pada tindakan pelecehan seksual sehingga mengakibatkan timbul rasa tersinggu, malu, takut, marah dan sebagainya. Oleh karenanya unsur utama dalam pelecehan seksual adalah adanya rasa yang tidak diinginkan oleh korban. Selain unsur yang tidak diinginkan tersebut, masih terdapat tindakan yang tidak sopan dan tindakan tersebut mengarah pada pelecehan seksual.


Perlindungan terhadap kekerasan seksual pada anak juga dilakukan dengan melakukan pencegahan, tidak hanya menghukum pelaku lalu sudah dapat dianggap memberikan keadilan pada korban tetapi juga perlu memberikan pengertian tentang bagaimana sebenarnya pelecehan seksual tersebut untuk mencegah anak-anak menjadi korban pelecehan seksual.


Sehubungan dengan itu, kami di sini ingin menganalisis apa yang dijadikan pertimbangan hakim dalam putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada Putusan Sela Nomor : 15/Pid.Sus/2021/PN.Slt, karena dalam putusan pengadilan ini kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan tindak pidana cabul yang masuk ke dalam jenis kejahatan kesusilaan.
Rumusan Masalah

Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 15/Pid.Sus/2021/PN Slt ?

Bagaimana seharusnya sikap penegak hukum dalam perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual dari perspektif sosiologi kriminal?

BAB II

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sela Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Slt.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Untuk mendapatkan kesempatan yang seluas – luasnya dalam tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial , maka diperlukan perlindungan akan hak – hak nya dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan tanpa diskriminatif dan kelak agar anak – anak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. 


Untuk menjamin usaha tersebut, maka setiap generasi harus dibekali oleh generasi terdahulu dengan kehendak, kesediaan, kemampuan dan ketrampilan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karenanya perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma – norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha – uasaha seperti pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan anak. Terkait dengan perlindungan anak mengandung beberapa aspek penting, yaitu : 

1. Terjamin dan terpenuhinya hak – hak anak 

2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan 

3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi 

4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.


Didasarkan pada Konstitusi Negara Indonesia, UUD RI 45 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa : “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. 


Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa: 

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan” dari : 

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata ; 

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial ; 

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan ; 

e. Pelibatan dalam peperangan ; dan 

f. Kejahatan seksual. 


Bentuk- bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual pada anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.


Di makalah ini kami akan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Putusan Sela Nomor : 15/Pid.Sus/2021/PN Slt dengan Terdakwa Sriyono Alias Penjol Bin Sumadi dimana Majelis Hakim memutuskan :

Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sriyono alias Penjol bin Sumadi tersebut diterima;

Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM–81/Eku.2/02/2021 tanggal 3 Pebruari 2021 batal demi hukum;
Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa setelah mencermati pasal dakwaan Penuntut Umum yang hanya mencantumkan Pasal 82 tanpa ada mencantumkan ayat yang dituju, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud oleh Penuntut Umum meliputi keseluruhan ayat dalam Pasal 82 ataukah salah satu ayat dari Pasal 82 tersebut, sehingga penyusunan dakwaan yang demikian tersebut jelas akan membawa kerugian bagi kepentingan pembelaan diri Terdakwa, termasuk akan menyulitkan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan atas dakwaan tersebut, mengingat penyebutan ketentuan pidana merupakan persoalan penting dan rigid, hal tersebut disebabkan karena ketentuan atau pasal perundang-undangan yang dibuat secara numerik bukan hanya sebagai susunan angka melainkan terdapat penjabaran lebih lanjut atau isi dari ketentuan pasal dimaksud, yang mana dari setiap ketentuan pasalnya akan berbeda isi dan uraiannya, sehingga disini diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam pencantuman pasal-pasal yang tertulis dengan metode numeric.


Bahwa dalam dakwaan aquo Penuntut Umum hanya menuliskan ketentuan Pasal 82 tanpa ada mencantumkan ayat yang dituju, sehingga penyusunan surat dakwaan yang demikian menjadikan surat dakwaan Penuntut Umum kabur dan dibuat secara tidak cermat; dimana penulisan ancaman pidana dalam dakwaan JPU adalah Pasal 82 Jo. Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah tidak cermat, tidak jelas dan lengkap karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 telah di undangkan pada tanggal 9 November 2016 menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.


Adapun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :


Bahwa terdakwa SRIYONO ALIAS PENJOL BIN SUMADI, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Warak Rt. 05 Rw. 06 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah terjadi tindak pidana, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak RATIKA FENA PUTRI Binti ROHMAD (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-21062013-0038 tanggal 28 Juni 2013) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:


Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 09.00 Wib, pada saat anak saksi RATIKA FENA PUTRI Binti ROHMAD sedang mandi di rumah terdakwa yang terletak di Warak Rt. 05 Rw.06 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, Terdakwa mengintip anak saksi RATIKA FENA PUTRI, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi tersebut, selanjutnya Terdakwa memaksa mendudukan anak saksi RATIKA FENA PUTRI di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin milik anak saksi RATIKA FENA PUTRI menggunakan jari – jari tangan kanan, kemudian pada saat itu anak saksi RATIKA FENA PUTRI sempat mengatakan “ojo to Lek” (Jangan pak Lek) sambil tangan anak saksi RATIKA FENA PUTRI memegang tangan Terdakwa untuk menjauh dari alat kelamin anak saksi RATIKA FENA PUTRI, namun Terdakwa mengatakan “Wis Ben ra popo” (sudah tidak apa-apa), kemudian Terdakwa memaksa anak untuk berdiri dengan cara memegang kedua lengan tangan anak saksi RATIKA FENA PUTRI dengan kedua tangan Terdakwa dalam posisi berhadapan Terdakwa memutar anak saksi RATIKA FENA PUTRI sehingga membelakangi terdakwa kemudian Terdakwa memaksa anak saksi RATIKA FENA PUTRI untuk menungging dengan menghadap bak kamar mandi, kemudian Terdakwa memegang dubur milik anak saksi RATIKA FENA PUTRI dengan menggunakan tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan “Ojo kondo sopo-sopo yo Na” (jangan bilang siapa-siapa ya NA), lalu Terdakwa pergi meninggalkan anak saksi RATIKA FENA PUTRI;


Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 saksi KALIMAH Binti SUMADI pada saat mencuci, melihat celana dalam milik anak saksi RATIKA FENA PUTRI terdapat warna kecoklatan serta ada bau rokok, kemudian saksi KALIMAH Binti SUMADI bertanya kepada anak saksi RATIKA FENA PUTRI “kowe ki diapake to kok cawetmu ono werno kecoklatan ngene” (kamu habis diapain to kok celana dalammu ada warna kecoklatan seperti ini), lalu anak saksi RATIKA FENA PUTRI mengatakan “ora, ora ono seng ngapak ngapakke” (tidak, tidak ada yang ngapa ngapain aku), karena saksi KALIMAH Binti SUMADI masih curiga, sore harinya anak saksi RATIKA FENA PUTRI saat buang air kecil saksi KALIMAH Binti SUMADI cebokin, melihat alat kelamin anak saksi RATIKA FENA PUTRI ada luka dan anak saksi RATIKA FENA PUTRI merasakan perih pada saat dipegang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wib saat di rumah saksi KALIMAH Binti SUMADI kembali menanyai anak saksi RATIKA FENA PUTRI lagi, lalu saat itu anak saksi RATIKA FENA PUTRI baru mau mengatakan jika pada tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di Kamar mandi rumah Terdakwa, anak saksi RATIKA FENA PUTRI saat sedang mandi di rumah Terdakwa anak saksi RATIKA FENA PUTRI didatangi Terdakwa kemudian peristiwa tersebut terjadi;


Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No : 370/3050/402.1 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jamaludin Malik dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salatiga, pada bagian kesimpulan pemeriksaan menyatakan : Pada pemeriksaan korban perempuan (RATIKA FNA PUTRI) sepuluh tahun satu bulan ditemukan :

Dubur :

Lingkaran dubur : terdapat sebuah luka lecet pada lingkaran dubur araj jam enam, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, permukaan kasar, warna kemerahan;

Alat kelamin : perempuan

Bibir kecil : terdapat sebuah luka lecet pada bibir kecil sisi kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan;

Kesimpulan : didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet di bibir kecil kanan alat kelamin dan dubur;


Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 jo. Pasal 76E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian adalah harus dibatalkan. Menurut M. Yahya Harahap dala bukunya berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” jilid II, cetakan ke-III, Penerbit Pustaka Kartini, halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa “mengenai alasan keberatan surat dakwaan batal, bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi yang harus dibatalkan adalah surat dakwaan, yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP”;


Secara garis besar lingkup keberatan/eksepsi dakwaan “batal” atau batal demi hukum tidak memenuhi syarat formil Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP meliputi:

tidak memuat tanggal dan tanda tangan;

tidak secara lengkap menyebut identitas terdakwa;

sedangkan syarat materiil yakni Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP meliputi:

tidak cermat, jelas, lengkap uraian tentang tindak pidana yang didakwakan;

tidak menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti dan tempus delicti);


Dengan demikian apabila suatu surat dakwaan harus berisi “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”, sebagaimana telah uraikan di atas dalam penjelasan “surat dakwaan harus dibatalkan” sebagai salah satu dasar hukum sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang dapat dijadikan alasan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan yang diperkenankan dalam eksepsi.


Berdasarkan pengertian “Surat Dakwaan harus dibatalkan” maka bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP karena surat dakwaan telah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi identitas lengkap terdakwa. Surat dakwaan juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan dalam merujuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1289 K/Pid/1986, tanggal 26 Juni 1987) ditentukan bahwa Suatu Surat Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap apabila Surat Dakwaan tidak memuat secara lengkap unsur-unsur/bestanddelen dari pada tindak pidana yang didakwakan sehingga apabila unsur-unsur tersebut tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh maka hal ini menyebabkan menjadi kabur (obscurum libellum) sehingga dilanggar oleh perbuatan Terdakwa.


Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sriyono Alias Penjol Bin Sumadi dengan uraian perbuatan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak RATIKA FENA PUTRI Binti ROHMAD (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-21062013-0038 tanggal 28 Juni 2013) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 jo. Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah benar Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, akan tetapi yang perlu diketahui bersama di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Sehingga dapat dipahami bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi hal yang tak terpisahkan dari Undang-Undang. 

Bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menguraikan unsur tindak pidana: “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Ratika Fena Putri binti Rohmad untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Dimana setelah dicermati unsur yang dimaksud adalah benar termasuk dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 E. Namun demikian Pasal tersebut telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Dengan adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang pada hakikatnya isi dan maksud dari unsur yang didakwakan tidak mengalami perubahan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Disamping itu tertulis dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 ditentukan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5882) ditetapkan menjadi Undang-undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini;


Selain hal tersebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP karena telah disusun secara cermat, jelas, lengkap uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, memuat dan menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terhadap ketentuan hukum pidana yang terkait dan telah diuraikan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga dengan mudah didapatkan gambaran siapa yang menjadi pelaku tindak pidana itu, apa yang dilakukan dan dimana tindak pidana itu dilakukan serta bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan apa akibat yang ditimbulkan serta telah diuraikan unsur unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pasal – pasal yang didakwakan dan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana itu.


Bahwa penulis beranggapan bahwa Putusan Sela Majelis Hakim tidak melihat dari sosiologi kriminal dimana sebagai penegak hukum tidak sebatas pada teks undang-undang tetapi bagaimana penegak hukum harus bisa melihat gejala sosial yang terjadi di masayarakat, tidak sebatas formalitas undang-undang. 

Sikap Penegak Hukum Dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dari Perspektif Sosiologi Kriminal.


Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkahlangkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan dan penelantaran. 


Secara garis besar, dampak kekerasan terhadap anak antara lain : a. Anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustasi. b. Menjadi sangat pasif dan apatis. c. Tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuanya. d. Rendah diri e. Sulit menjalin relasi dengan individu lain. Perbuatan kejahatan seksual selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual (Sugandhi, 1981: 309). 


Perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual sebagai bagian dari proses pencarian keadilan dan kebenaran (searching for the truth) yang tidak dapat, tidak pernah berhenti. Hal ini dipertegas lagi dengan konsep yang mencari jati diri, bertolak dengan realitas empirik tentang bekerjanya hukum ditengah masyarakat berupa ketidak puasan terhadap kineja dalam kualitas penegak hukum.


Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan : 

1.Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga 

2.Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi 

3.Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun   sosial 

4. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Yulia, 2010: 196).


Setiap tahun kekerasan terhadap anak selalu meningkat. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan data yang terus meningkat, yaitu tahun 2012 terdapat 1.383 kasus, tahun 2013 tercatat 2.792 kasus dan per-April 2014 jumlah pengaduan telah mencapai jumlah 3.023 kasus. Dari jumlah tersebut, menurut jenisnya, kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan yang mendominasi terjadi pada anakanak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kekerasan seksual terhadap anak dari 2012 sampai 2013 meningkat sebesar 30 persen dan selama tiga tahun terakhir, rata-rata lebih dari 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulannya. Jenis kekerasan seksual yang dialami anak yang paling banyak terjadi dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta inses. Pemberitaan pelecehan seksual terhadap anak diyakini hanyalah segelintir dari kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan fenomena gunung es. Para korban kekerasan seksual anak tidak hanya mengalami kelukaan fisik, kerusakan organ tubuh dan seksualitasnya, serta terjangkiti penyakit infeksi menular seksual. 


Perlindungan dan penegakan hukum harus diwujudkan penegak hukum melalui kebijakan kongkrit dan strategis, antara lain:


Memberikan perhatian secara nasional di seluruh kawasan negara Republik Indonesia agar seluruh level pemerintah memberikan perhatian serius dalam penanganan kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual. 

Mewajibkan lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan hukum untuk memprioritaskan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, menjamin perlindungan dalam penanganannya, dan memastikan penanganan dampak yang dialami korban dan keluarga korban dilakukan secara tepat dan maksimal hingga hasil yang terbaik. 

Menetapkan kekerasan seksual pada anak sebagai pelanggaran HAM berat dan merevisi batas maksimal hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menjadi hukuman seumur hidup.

Memastikan penegakan hukum (law enforcement) yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat, serta menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku kekerasaan seksual terhadap anak. 


Bahwa perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual harus dipandang secara sosiologi kriminal dengan melihat kejahatan sebagai perilaku gejala yang ada di masayarakat. Penegakan hukum bisa berjalan maksimal jika bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosanterobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagian manusia. Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata Undang-Undang. Seorang hakim bukan hanya teknisi Undang-Undang tetapi juga makhluk sosial. Pekerjaan hakim sungguh mulia, karena ia bukan hanya memeras otak tapi juga nuraninya. Polisi dimana saat melakukan penyelidikan dan penyidikan haruslah benar-benar secara objektif dan melindungi korban khususnya korban anak dari intimidasi. Jaksa dimana saat melakukan penuntutan, sebelumnya harus benar-benar mempelajari berkas perkara dan jika memungkinkan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan survey. Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan prilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteran dan kebahagiannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. 

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan 
Tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan kejahatan kesusilaan yang merugikan korban baik secara materil maupun secara moral. Korban tindak pidana pencabulan adalah anak tetapi putusan yang diberikan oleh hakim tidak menunjukkan bahwa adanya pemberatan pada pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak. Tetapi hakim mengesampingkannya sebagaimana diketahui dalam Putusan Sela Hakim 15/Pid.Sus/2021/PN.Slt , dimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum sehingga terdakwa Sriyono Alias Penjol Bin Sumadi bebas. 
Konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut hukum positif adalah harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Karena itu, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual secara konsepsional belum menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah yang bagus dan mengejawantah sikap tindak sehingga masih ada sifat yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dari bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Saran

Bentuk perlindungan terhadap anak-anak di bawah umur yang mengalami tindak pidana pencabulan disertai dengan ancaman yaitu : dengan cara mengedepankan hak-hak seorang anak seperti melindungi anak yang menjadi korban pencabulan, mendampingi, memantau, melakukan pendekatan pada anak yang menjadi korban pencabulan yang berguna untuk membantu proses penyidikan dikarenakan anak korban pencabulan sulit untuk mengingat atau berbicara mengenai peristiwa pencabulan yang dialaminya, dan yang terakhir ialah melakukan proses rehabilitasi anak atau dengan kata lain melakukan upaya untuk memulihkan psikis anak korban pencabulan akibat trauma atas peristiwa pencabulan yang dialaminya. Media cetak maupun media elektonik dapat juga membantu proses penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur akan tetapi wajah maupun identitas korban disamarkan atau disensor agar identitas korban tidak diketahui publik dan demi kelangsungan masa depan korban. 

Bahwa mengenai pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam putusannya harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipengadilan, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa membuat korban menjadi trauma. Dan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memberikan keadilan bagi pihak korban, tidak disparitas dan tentunya akan memberikan efek jera kepada Pelaku sehingga terwujudnya kepastian hukum.
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